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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG KERJA PRAKTEK 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, 

pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor 

ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan 

Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang 

diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar 

dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah 

akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan 

akuntansi manajemen. 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara rasional 

diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang 

komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat 

pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai 

bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. 

Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, 

Sistem Infomasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan 



2 
 

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pertanggungajawaban pemerintah daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan 

sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Pembaharuan 

peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan adanya 

petunjuk teknik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

menjelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu 

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan peundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Tetapi keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah dirasakan mempersulit sejumlah SKPD untuk mendapat data 

konsolidasi keuangan pusat dan daerah. Fakta menunjukkan data per 

Oktober 2012 memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang 

digunakan oleh pemda juga masih tidak seragam. Sebanyak 223 pemda 

menggunakan SIMDA, 68 pemda menggunakan SIPKD, 123 pemda 

menggunakan system lain, dan 110 pemda tidak menggunakan sistem 

informasi (Ditjen Perimbangan Keuangan 2012). 
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Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu pengguna sistem 

informasi keuangan yaitu SIMDA. Penggunaan sistem informasi dalam 

mengelola keuangan ini diharapkan menjadi alat bantu untuk mengatur 

keuangan daerah khususnya di Kabupaten Bandung itu sendiri. Tetapi 

dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan akibat 

terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Salah satunya yaitu masih 

terkendalanya sumberdaya terutama manusia dan sumberdaya finansial 

dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya akan terjadi 

kesalahan dalam meng-input data untuk tiap SKPD. Maka akan menjadi 

sebuah hambatan dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat 

tentang anggaran yang dikelola oleh setiap SKPD di Sekretariat Daerah 

(SETDA) Kabupaten Bandung. Seharusnya dengan adanya sistem 

informasi pengelolaan keuangan ini dapat menyediakan data yang akurat 

dan benar, sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dalam 

memproses perencanaan anggaran yang dikelola oleh SKPD. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

untuk  mengadakan penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan 

mengkaji lebih jauh lagi yang selanjutnya akan dituangkan kedalam 

bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul : “Penerapan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Bandung”. 

 

1.2.  Tujuan kerja praktek 
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Adapun tujuan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui: 

1. Prosedur Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam 

Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah (SETDA) di Kabupaten 

Bandung. 

2. Hambatan yang terjadi dalam menerapkan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) di Kabupaten Bandung. 

3. Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah (SETDA) untuk 

mengatasi hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah di Kabupaten Bandung. 

 

1.3.  Kegunaan Kerja Praktek 

1.3.1 Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi Sekretariat 

Daerah (SETDA) Kabupaten Bandung agar mengetahui bagaimana 

penerapan sistem informasi keuangan daerah yang sedang terjadi pada 

intansi tersebut sehingga dapat memberikan suatu informasi yang 

bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya pada masa yang 

akan datang. 

1.3.2 Kegunaan Akademis 

Dari serangkaian kegiatan hasil laporan Kerja Praktek ini diharapkan dapat 

memperluas konsep dan teori akuntansi sektor publik khususnya dalam 

penerapan sistem informasi keuangan daerah. 
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1.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek 

Adapun lokasi kerja praktek di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. 

Raya Soreang km. 17 Soreang Telp. 022-5897432 

1.4.2 Waktu Kerja Praktek 

Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai 04 

September 2015. Hari kerja praktek yaitu dari hari senin sampai dengan 

jumat. Dan waktu pelaksanaan kegiatana kerja praktek dimulai pukul 08.00-

17.00 WIB. 
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Tabel 1.1 

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

No. Uraian 

Jul Agust Sept Okt 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. 

Mengajukan 

permohonan KP 

                  

2. Mencari tempat KP                   

3. Pelaksanaan KP                   

4. Mengajukan judul                   

5. 

Mencari data 

laporan KP 

                  

6. Pengelolaan data                   

7. 

Membuat laporan 

KP 

                  

8. 

Bimbingan laporan 

KP 

                  

a. JUDUL                   

b. BAB I                   

c. BAB II                   

d. BAB III                   

e. BAB IV                   

 


